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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Ancaman hukum pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara
bersama-sama atau pengeroyokan, yaitu berdasarkan Pasal 170 KUHP,
yang berbunyi bahwa setiap pelaku yang melakukan tindak pidana
kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang dilakukan secara
terang-terangan maka di ancam pidana penjara paling lama lima (5) tahun
enam (6) bulan.

2. Perlindungan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-
sama atau pengeroyokan. Membahas tentang perlindungan hukum bagi
pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan.
Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh penyusun dapat diketahui bahwa
belum ada perlindungan hukum secara khusus terhadap pelaku tindak
pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang melakukan
aksi main hakim sendiri yang mengakibatkan jatuhnya korban sehingga
perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-
sama atau pengeroyokan tersebut tidak termasuk dalan Pasal 170 KUHP.
Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam
Pasal 170 KUHP yaitu mereka, secara terbuka, secara bersama-sama,
melakukan kekerasan, dan terhadap orang atau barang. Sehingga para
pelaku yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya

serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dalam diri kelompok-
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kelompok masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri terhadap
orang di muka umum.! Tetapi pihak kepolisian sektor sape menegaskan
bahwa upaya untuk melindungi pelaku tindak pidana kekerasan secara
bersama-sama atau pengeroyokan vyaitu. AIPTU Quraisin, selaku
Kepolisisan Sektor Sape menegaskan bahwa untuk mencegah atau
melindungi agar tidak banyak korban lagi, maka dari itu pihak Kepolisian
Sektor Sape melakukan penahanan atau dikurung sementara waktu bagi
pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan
maupun korban, supaya pelaku tindak pidana maupun orang yang diduga
sebagai pelaku tindak pidana tersebut terhindar dari amukan atau
pengeroyokan masyarakat setempat, sebelum diproses lebih lanjut lagi.
B. Saran

1. Untuk menjadikan kelompok-kelompok pemuda dan anak-anak yang
berkualitas dan berkarakter sebaiknya masyarakat khususnya Kecamatan
Sape dan para orang tua memberikan motivasi yang mendukung segala
yang positif kepada pemuda-pemuda dan anak-anak di sekitar agar
terhindar dari pergaukan bebas dan juga landasan agama yang kuat dari
dalam lingkungan masyarakat sekitar dan mengeatahui aturan hukum yang
berlaku agar bisa mampu mengontrol diri.

2. Pada proses penyidikan yang mana kepolisian sektor sape sebagai penyidik
kiranya bisa menangani kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-

sama (pengeroyokan) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda

! pasal 170 KUHP
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maupun anak-anak merasa terlindungi dan tidak merasa segan diproses
sebagai orang jahat serta adanya kepuasan bagi mereka yang menjadi
pelaku maupun korban di proses secara adil oleh pihak kepolisian sektro
sape sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk nmelakukan penyidikan
terhadap perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama
(pengeroyokan) penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari
pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau
diadukan dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan
atau saran dari ahli penyidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja
sosial profesional, dan tenaga ahli lainnya.

. Dalam hal faktor kendala yang terjadi pada saat penyidikan tindak pidana
kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang dilakukan oleh
kelompok pemuda-pemuda maupun anak-anak dikepolisian sektor sape
agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak korban dan pelaku
maupun masyarakat setempat sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan
yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan dan untuk
memberi kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak-hak telah
terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-piuhak terkait. Selain itu untuk
mempermudahkan kegiatan penyidik dalam mengatasi kendala yang terjadi
pada kasus tersebut dengan mendapatakan informasi dari pihak korban dan
pelaku maka proses penyidikan bisa berjalan dengan sebagaimana

mestinya.
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